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ABSTRAK

Kecurangan merupakan fenomena yang sering terjadi pada sektor pemerintahan yang sangat sulit untuk
dihilangkan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa faktor yang dapat mempengaruhi
intensi perangkat desa di Kabupaten Ngawi untuk melakukan whistleblowing atas adanya indikasi
kecurangan pada organisasi desa. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menguji hubungan
antara attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavior control, perceived seriousness,
personal responsibility for reporting, dan personal cost of reporting dengan intensi melakukan
whistleblowing indikasi kecurangan. Dengan menggunakan SPSS, penelitian ini mengolah sebanyak
102 kuesioner yang telah disebarkan kepada perangkat desa yang terdapat di Kecamatan Jogorogo,
Kecamatan Kendal, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Sine. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavior control, personal responsibility for
reporting berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing indikasi adaya kecurangan.
Sedangkan perceived seriousness dan personal cost of reporting tidak berpengaruh terhadap intensi

untuk melakukan whistleblowing indikasi adanya kecurangan.
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Pendahuluan

Indonesia menghadapi permasalahan kasus kecurangan (fraud) yang sampai saat ini mengalami
kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (2018),
yang menunjukkan bahwa tingkat kecurangan dan kriminal ekonomi yang dilaporkan mengalami
kenaikan dari 36% pada tahun 2016 menjadi 49% di tahun 2018. Kasus fraud selain terjadi di wilayah
perusahaan juga terjadi di pemerintahan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan hingga
di pemerintah desa. Berdasarkan survei Indonesia Corruption Watch (2020), anggaran desa merupakan
sektor yang paling rentan terjadinya suatu praktik korupsi. Selain itu, pemetaan yang dilakukan oleh
ICW, terdakwa perkara korupsi lingkup perangkat desa mengalami kenaikan dari peringkat kedua

menjadi peringkat pertama dengan jumlah 330 orang.

Whistleblowing menjadi alternatif yang paling efektif dilakukan dalam rangka mencegah adanya
kecurangan dibandingkan dengan metode pencegahan lainnya (Sweeney, 2008). Utami et al., (2016),
juga menyebutkan bahwa suatu tindakan kecurangan akan cepat diidentifikasi dengan adanya
whistleblowing system yang optimal. ACFE Indonesia (2019), menunjukkan bahwa media
laporan/whistleblowing berada dalam peringkat pertama dalam berkontribusi mengungkapkan kasus
fraud di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa media pelaporan merupakan metode yang paling sering
diimplematasikan dalam mendeteksi indikasi kecurangan. Namun, survei PricewaterhouseCoopers
(2018), menunjukkan bahwa tingkat kecurangan dan kriminal ekonomi yang dilaporkan masih terdapat
hambatan whistleblowing yang tinggi sehingga persentase masih rendah yaitu hanya 7% kasus yang
terungkap melalui whistleblowing system. Whistleblowing merupakan pelaporan oleh anggota
organisasi atas tindakan kecurangan kepada pihak yang berkewajiban menangani kasus kecurangan
(Near & Miceli, 1985).

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dapat didukung dengan adanya whistleblowing system
dalam sebuah organisasi pemerintah. Saat ini pemerintah berusaha mengembangkan beberapa sistem
pelaporan adanya indikasi kecurangan. Salah satunya adalah terdapatnya sebuah whistleblowing system
untuk melaporkan indikasi kecurangan melalui sebuah website yang dimiliki oleh Kementrian Dalam
Negeri (Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa). Pemerintah juga telah menyediakan sebuah website
bagi siapa saja untuk melaporkan adanya indikasi tindakan kecurangan dengan menggunakan situs
resmi Whistleblowing System Kementrian Keuangan dan website LAPOR (Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat). Utami et al., (2016), menyebutkan bahwa tindakan kecurangan merupakan
suatu tindakan yang sagat fatal, sehingga perangkat desa tidak mendukung terjadinya kecurangan dan
harus dilakukan pelaporan. Namun terdapat sebagian masyarakat yang memiliki rasa takut dan sungkan
yang besar dalam mengungkapkan kasus kecurangan. Hal ini menyebabkan seseorang akan mengalami
dilema dalam menentukan pilihan menjadi whistleblower (Parianti et al., 2016).
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Memahami faktor individual dan situasional yang dapat mendorong seseorang dalam memutuskan
untuk menjadi whistleblower atas indikasi kecurangan yang terjadi dalam organisasi sangat penting
dilakukan oleh setiap organisasi agar dapat dirancang whistleblowing system yang efektif dan efisien
untuk mencegah terjadinya kecurangan dalm organisasi. Faktor individual dapat menjadi indikator niat
seseorang untuk menjadi whistleblower. Namun niat seseorang dapat berubah sesuai dengan situasi
yang terjadi atau berasal dari faktor situasional (Winardi, 2013). Oleh karena itu penelitian ini
mengambil 3 variabel dari faktor individual (attitude toward behavior, subjective norm, perceived
behavioral control) dan 3 variabel dari faktor situasional (perceived seriousness, personal responsibility
for reporting, personal cost of reporting) yang dapat mempengaruhi intensi seseorang untuk melakukan

whistleblowing atas adanya indikasi kecurangan.

Faktor individual dan faktor situasional memiliki peran penting dalam memengaruhi intensi untuk
melakukan whistleblowing indikasi kecurangan. Penelitian Latan et al., (2016), menunjukkan bahwa
whistleblowing secara langsung dipengaruhi oleh attitude toward behavior, perceived behavioral
control, personal responsibility for reporting, personal cost of reporting. Penelitian Siallagan et al.,
(2017), juga menunjukkan hasil bahwa attitude toward behavior, perceived behavioral control
memiliki pengaruh dalam melakukan tindakan whistleblowing. Selain itu hasil penelitian lain
memberikan simpulan bahwa karyawan yang merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan
pelaporan (personal responsibility for reporting) akan melaporkan kecurangan, perceived seriousness
secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap niat pelaporan, dan personal cost of reporting

mempunyai pengaruh terhadap niat melaporkan kecurangan (Sonnier & Lassar, 2013).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha menginvestigasi faktor-faktor yang
mempengaruhi intensi perangkat desa di Kabupaten Ngawi untuk melakukan whistleblowing atas
adanya indikasi kecurangan secara holistik dengan menggabungkan elemen individual dan elemen
situasional. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara attitude toward behavior,
subjective norm, perceived behavior control, perceived seriousness, personal responsibility for
reporting, dan personal cost of reporting dengan intensi untuk melakukan whistleblowing atas indikasi
kecurangan. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan gambaran mengenai unsur-unsur yang
dapat mempengaruhi intensi untuk melakukan whistleblowing, sehingga setiap organisasi dapat
melakukan pencegahan dengan merancang kebijakan mengenai whistleblowing system yang optimal.
Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperluas kajian literatur bagi akademisi dalam memahami

whistleblowing systems.
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Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) pertama kali disampaikan oleh Ajzen (1991) merupakan perluasan
dari Theory Reasoned Action (TRA) yang mendeskripsikan keterkaitan antara sikap dan perilaku.
Berdasar TRA terdapat dua prediktor utama yang dapat digunakan dalam mengukur intensi suatu
perilaku, yaitu sikap dan norma subjektif (Ajzen, 1991). Sedangkan dalam TPB disebutkan perilaku
individu yang dilakukan terjadi karena adanya kombinasi dari sikap dan norma subjektif sebagai wujud
intensi individu dalam berperilaku tertentu serta suatu perilaku timbul berada dibawah kontrol penuh
individu tersebut. Ajzen (2005), mengatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol
perilaku mampu memprediksi niatan seseorang dalam berperilaku atau bertindak. Pada penelitian
sebelumnya,  Ajzen (1991), menyebutkan bahwa TPB merupakan suatu teori yang dapat
memperkirakan dan menjelaskan perilaku seseorang yang berdasar pada seorang manusia yang akan
selalu mempertimbangkan dampak yang akan diterima dari apapun tindakan yang mereka pilih sesuai

dengan asumsi bahwa seorang manusia merupakan makhluk rasional.
Attitude Toward Behavior

Menurut Rahman et al., (2017:59), sikap diartikan sebagai suatu bentuk dari pernyataan evaluatif baik
yang diharapkan atau tidak diharapkan yang berhubungan dengan objek atau peristiwa. Wibowo
(2015:55), juga mendefinisikan sikap sebagai penilaian seseorang atas perilaku yang menyebabkan
suatu masalah. Sikap merupakan suatu kecenderungan berupa perilaku dan reaksi seseorang terhadap
obyek yang dapat mendukung dan juga dapat bertolak belakang dengan perilaku seseorang (Ajzen,
1991). Park & Blenkinsopp (2009), mengatakan bahwa sikap dapat diukur dari tingkat manfaat dari
suatu perilaku yang dirasakan oleh seseorang, sehingga sikap dapat memengaruhi niat seseorang dalam

berperilaku tertentu.
Subjective Norm

Norma subjektif disebut sebagai suatu anggapan individu terhadap pendapat orang lain dari perilaku
yang dilakukan, sehingga dapat mendorong atau menghambat seseorang dalam melakukan suatu
perilaku (Ajzen, 2005). Norma subjektif menurut Wibowo (2015:55), adalah faktor sosial yang
memengaruhi seseorang dalam memutuskan suatu perilaku yang akan dilakukan. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa norma subjektif adalah wujud respon atas tekanan sosial dari orang lain (Daxini et al.,
2019). Sehingga ketika orang lain menerima dan menganggap suatu perilaku sebagai suatu hal yang

baik, maka seorang individu akan lebih memilih melakukan perilaku tersebut. Begitu pula sebaliknya
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seorang individu lebih cenderung tidak melakukan suatu perilaku ketika orang lain tidak menerima dan

tidak menyetujui suatu perilaku.
Perceived Behavioral Control

Persepsi kontrol perilaku merupakan keyakinan seseorang atas ketersediaan dan peran sumberdaya
yang dapat mempengaruhi dan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen, 2005).
Wibowo (2015:55), menjelaskan kontrol perilaku adalah manajemen yang dilakukan atas hambatan
yang mungkin terjadi. Selanjutnya Daxini et al., (2019), berpendapat bahwa persepsi kontrol perilaku
adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh seseorang dalam menentukan perilakunya. Sehingga niat
seseorang dalam melakukan perilaku akan semakin kuat ketika kontrol perilaku yang dirasakan semakin

besar.
Graham’s Model of Principle Organizational Dissent

Model Graham (1986), menjelaskan bahwa tindakan pelaporan yang dilakukan seseorang sangat
bermanfaat dalam memahami kecenderungan niat seseorang ketika melakukan suatu perilaku. Lebih
lanjut dijelaskan bahwa model graham memberikan suatu cara dalam pengambilan keputusan individu
dalam melaporkan suatu tindakan yang tidak etis dan melanggar standar keadilan (Graham, 1986).
Model Graham mengatakan bahwa niat seseorang akan cenderung meningkat dalam melakukan
tindakan pelaporan tindakan tidak etis dengan pertimbangan perceived seriousness, personal

responsibility for reporting, personal cost of reporting (Graham, 1986).

Menurut Graham (1986), tingkat keseriusan kecurangan merupakan penilaian seseorang yang dapat
dipengaruhi oleh karakteristik situasional, seperti besarnya kerugian yang akan timbul dari kecurangan
yang terjadi. Sedangkan tanggung jawab pribadi yang dirasakan oleh pelapor dipengaruhi oleh nilai-
nilai etika seseorang dan perasaan tanggung jawab sosial seseorang terhadap organisasi, rekan Kkerja,
dan pemberi kerja (Graham, 1986). Selain itu, risiko pembalasan yang akan diterima oleh pelapor atas
tindakannya dalam melakukan tindakan pelaporan kecurangan merupakan biaya pribadi utama yang

akan ditanggung oleh pelapor (Graham, 1986).
Perceived Seriousness

Persepsi keseriusan kesalahan merupakan suatu bentuk penilaian seseorang yang berupa keparahan atas
suatu tindakan atau perilaku kesalahan yang terjadi yang dapat diukur dengan mempertimbangkan
dampak moneter, ancaman kerugian, dan hasil negatif yang mungkin akan terjadi (Graham, 1986).
Schultz et al., (1993), menganggap bahwa keseriusan kecurangan dapat dilihat dari tingkat materialitas
dalam akuntansi. Selanjutnya Alleyne et al., (2017), memberikan penjelasan bahwa persepsi keseriusan
kesalahan yang terjadi dapat dievaluasi dengan melihat karakteristik kesalahan, potensi bahaya, dan

dampak negatif yang mungkin akan terjadi.
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Personal Responsibility for Reporting

Tanggung jawab pribadi yang dirasakan oleh Graham (1986), digambarkan sebagai suatu keadaan
perasaan psikologis berupa tanggung jawab pribadi terhadap prinsip. Graham (1986), menjelaskan
bahwa tanggung jawab pribadi yang dirasakan oleh seseorang merupakan suatu hasil yang berasal dari
perkembangan moral kognitif dan pembelajaran sosial yang diperoleh oleh seorang individu yang dapat
dipertahankan dengan tanggung jawab sosial berupa etika profesi yang dimiliki. Menurut Curtis (2006),
rasa memiliki kewajiban moral dan tuntutan pekerjaan atau tanggung jawab peran yang dimiliki dapat
mendorong seseorang yang mengetahui adanya tindakan kecurangan untuk melakukan pelaporan.
Alleyne et al., (2017), juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pribadi yang dirasakan oleh seseorang
dapat memengaruhi keputusan untuk menjalankan tindakan pelaporan atau tidak menjalankan

pelaporan atas kecurangan yang terjadi.
Personal Cost of Reporting

Personal cost pertama kali dikenalkan oleh Julian B Rotter merupakan konsep dalam psikologi personal.
Menurut Graham (1986), biaya pelaporan pribadi yang utama yaitu risiko pembalasan oleh orang lain
di dalam organisasi yang bertentangan dengan tindakan pelaporan. Graham (1986), selanjutnya
menjelaskan bahwa bantuan persiapan argumen Kritis yang disediakan dalam perbedaan pendapat dan
jaminan atas pembalasan yang diterima akan mengurangi biaya pribadi yang dirasakan sehingga dapat
meningkatkan niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan pelaporan. Selain itu Ponemon (1994),
menjelaskan lebih lanjut bahwa penentu paling signifikan dalam mengambil keputusan calon pelapor
adalah sifat dan tingkat pembalasan atau sanksi yang akan diterima oleh pelapor dari pihak manajemen
atau rekan kerja dalam suatu organisasi. Selanjutnya Alleyne et al., (2017), juga mengatakan bahwa
dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan pelaporan dipengaruhi oleh respon organisasi

dan biaya pelaporan atas tindakan melaporkan suatu kecurangan.
Whistleblowing

Near & Miceli (1985), mendefinisikan whistleblowing sebagai tindakan melaporkan penyimpangan
yang terjadi dalam organisasi oleh anggota dalam sebuah kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Whistleblowing juga dapat dimaknai sebagai keputusan yang diambil oleh seseorang untuk melaporkan
perilaku atau keputusan yang melanggar peraturan kepada pihak organisasi, pemerintah, dan media
masa (Dozier & Miceli, 1985). Whistleblowing dianggap sebagai tindakan yang memberikan
konsekuensi baik bagi instansi dan pemangku kepentingan yang salah satunya adalah dengan
mengungkapkan kecurangan yang terjadi maka tindakan itu memberi kontribusi dalam memberantas

tindakan korupsi yang terjadi di dalam organisasi.
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Sweeney (2008), juga memberikan gambaran mengenai whistleblowing dengan mendefinisikan sebagai
tindakan pelaporan kepada pihak yang memberikan pelayanan berupa sistem pelaporan atas tindakan
kecurangan dalam organisasi. Definisi lain mengenai whistleblower adalah seseorang yang memilih
untuk meniup peluit pada saat mengetahui adanya bahaya atau ancaman (Tuanakotta, 2016:605). Dozier
& Miceli (1985), mengatakan bahwa sebagian individu menganggap bahwa whistleblower merupakan
individu yang memiliki perilaku baik dan benar yang memberikan manfaat bagi organisasinya. Namun
sebagian individu lainnya menganggap bahwa whistleblower sebagai penghianat karena
mengungkapkan rahasia organisasi yang tidak boleh diketahui pihak luar dan semua orang. Pandangan
yang bertolak belakang itulah yang menyebabkan seseorang dilema dalam menentukan sikap untuk

melakukan whistleblowing (Parianti et al., 2016).

Pengembangan Hipotesis

Ajzen (1991) melalui TPB yang dikembangkannya menjelasan bahwa terdapat tiga elemen utama dari
niat yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dapat menjadi indikator seberapa besar
intensi atau niat seseorang dalam berperilaku. TPB menekankan ketika melakukan sesuatu setiap orang
memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum adanya niat
dan terbentuk suatu perilaku (Ajzen, 1991; Ajzen, 2005). Ajzen dan Fishbein (2010), menjadikan TPB

sebagai kerangka konseptual yang dapat dikaitkan dengan perilaku dalam lingkup sosial.

Sikap menjadi salah satu faktor dalam menilai adanya niat yang dijelaskan sebagai suatu kecenderungan
berupa perilaku dan reaksi seseorang terhadap objek yang bersifat positif maupun negatif yang
diberikan sehingga selain dapat mendukung perilaku, sikap juga dapat bertolak belakang dengan
perilaku seseorang (Ajzen, 1991). Sikap dapat diukur dengan melihat sejauh apa seseorang menganggap
perilaku yang memberikan manfaat atau tidak memberi manfaat yang menjadi pengaruh dalam niat
seseorang dalam melakukan suatu perilaku (Park & Blenkinshopp, 2009). Allport (1935), menganggap

sikap sebagai wujud perasaan dan juga evaluasi positif ataupun negatif mengenai obyek atau persoalan.

Whistleblowing merupakan pengungkapan anggota organisasi atas timbulnya efek tindakan perbaikan
yang disebabkan oleh aktivitas yang tidak legal, tidak memiliki moral, atau diluar kendali pimpinan
kepada seorang individu dan organisasi (Near dan Miceli, 1985). Tindakan whistleblowing dapat
memberikan konsekuensi yang baik bagi instansi dan pemangku kepentingan yang salah satunya adalah
dengan mengungkapkan kecurangan yang terjadi sehingga tindakan kecurangan (fraud) yang terjadi di

dalam organisasi dapat diminimalisir.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulfag dan Serly (2019), Winardi (2013), Rochmawati
(2020), Qomaruddin (2019), Mustopa et al., (2020), Latan et al., (2016), Safira & llmi (2020), Alleyne

et al., (2019), Bagustianto dan Nurkholis (2015), Saud (2016), Siallagan et al., (2017), Zakaria (2016),
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Lasminin(2018), dan Rahman (2020) menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku mempunyai pengaruh
terhadap intensi melakukan whistleblowing. Hasil berbeda diperoleh oleh penelitian yang dilakukan
Utami et al., (2018), Nurulrahmatiah (2019), Fajri (2017), Wiranita (2019), Iskandar dan Saragih
(2018), Alfani et al., (2020), dan Aliyah (2015) yang membuktikan bahwa sikap terhadap perilaku tidak
mempunyai pengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing. Sehingga dapat dirumuskan

hipotesis:
H1: Attitude toward behavior berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing.

TPB mengatakan bahwa perilaku dari seseorang yang dilakukan tidak semuanya berada dibawah
kontrol penuh individu namun juga timbul karena adanya kombinasi dari sikap, norma subjektif, dan
keyakinan kontrol atas perilaku (Ajzen, 1991). TPB dalam Ajzen dan Fishbein (2010), dikatakan
berhubungan dengan perilaku dalam bidang ilmu sosial, dimana whistleblowing menjadi salah satu
praktik dari ilmu sosial. Norma subjektif dapat dijadikan tolak ukur untuk memprediksi niat seseorang
memutuskan untuk melakukan perilaku tertentu, termasuk untuk memprediksi niat seseorang dalam
melakukan whistleblowing (Ajzen, 2005). Ajzen (2005), menganggap bahwa norma subjektif sebagai
fungsi atas keyakinan normatif yang kemudian menjadi motivasi dalam mematuhi tujuan yang akan

dicapai.

Norma subjektif adalah persepsi seseorang pada sumber yang dapat berpengaruh untuk memperlihatkan
atau tidak memperlihatkan perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Daxini et al., (2019), mengatakan bahwa
norma subjektif merupakan salah satu faktor pendorong individu dalam suatu tindakan tertentu
mengenai respon atas tekanan sosial dari orang lain yang dirasakan oleh individu tersebut. Dalam
kaitannya dengan whistleblowing, keyakinan normatif merupakan keyakinan individu bahwa orang-
orang disekitarnya akan menyetujui atau tidak ketika individu tersebut mengungkapkan kecurangan
yang terjadi (Parianti et al., 2016). Near dan Miceli (1985), menyebutkan whistleblowing merupakan
pelaporan atas timbulnya efek tindakan perbaikan yang disebabkan oleh aktivitas diluar legalitas yang
dilakukan oleh anggota organisasi. Whistleblowing dijelaskan kembali oleh Valentine dan Godkin
(2019), sebagai suatu keputusan untuk melaporkan tindakan illegal yang menimbulkan dampak buruk
bagi kepentingan publik yang dikakukan oleh karyawan, anggota organisasi, atau mantan karyawan dari

organisasi tersebut.

Penelitian terdahulu mengatakan norma subjektif berpengaruh terhadap intensi melakukan
whistleblowing dilakukan oleh Winardi (2013), Wiranita (2019), Rochmawati (2020), Utami et al.,
(2018), Qomaruddin (2019), Lasmini (2018), Mulfag & Serly (2019), Iskandar & Saragih (2018),
Siallagen et al., (2017), Rahman (2020) dan Zakaria (2016). Hasil yang berbeda menyatakan bahwa
norma subjektif tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing dilakukan oleh
Nurulrahmatiah (2019), Alfani et al., (2020), dan Fajri (2017). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis :
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H2 : Subjective norm berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing.

Menurut Ajzen (1991), kontrol perilaku merupakan salah satu predictor yang mendasari TPB dimana
keputusan seseorang ketika melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh niat untuk melakukan sesuatu.
TPB adalah kerangka konseptual yang berkaitan dengan perilaku seseorang dalam lingkungan sosial
(Ajzen dan Fishbein 2010). Whistleblowing merupakan perilaku dalam lingkungan sosial berupa
pengungkapan yang menimbulkan efek perbaikan atas aktivitas ilegal yang dilakukan oleh anggota
prganisasi atau mantan anggota organisasi (Near dan Miceli, 1985). Sedangkan Sweeney (2008),
menyebut whistleblowing sebagai kegiatan pelaporan atas kecurangan dalam organisasi kepada pihak

yang menyediakan sistem pelaporan.

Persepsi kontrol perilaku dapat memberikan keyakinan seseorang atas ketersediaan dan peran
sumberdaya untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen, 2005). Menurut Saud (2016), keyakinan tentang
hambatan menjadi salah satu faktor kontrol dari whistleblowing. Hambatan dapat berupa pelaporan
yang digagalkan atau dengan penuh kesadaran mengabaikan pelaporan dari whistleblower, hal ini
mengakibatkan tidak adanya niat individu untuk melakukan pengungkapan kecurangan disebabkan
hambatan yang dialami individu tersebut. Sehingga keinginan individu yang tinggi dalam melaporkan

suatu kasus kecurangan dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang tinggi juga.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami et al., (2018), Zakaria (2016), Lasmini (2018), Alleyne
etal., (2019), Rochmawati (2020), Fajri (2017), Iskandar & Saragih (2018), Alfani et al., (2020), Mulfag
& Serly (2019), Nurulrahmatiah (2019), Latan et al., (2016), Siallagan et al., (2017), dan Winardi (2013)
menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing. Hasil
berbeda menyatakan bahwa kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan
whistleblowing dilakukan oleh Zakaria (2016), Qomaruddin (2019), Safira & llmi (2020), Wiranita
(2019), dan Saud (2016). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis :

H3: Perceived behavioral control berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing.

Graham’s Model of Principle Organizational Dissent merupakan jalur dalam mengambil keputusan
untuk melaporkan suatu tindakan tidak etis oleh individu (Graham, 1986). Selanjutnya Schultz et al.,
(1993), memberikan penjelasan mengenai tindakan yang tidak etis sebagai suatu perilaku yang
melanggar standar keadilan dalam bidang ekonomi. Model Graham menjelaskan bahwa setiap
perbedaan keputusan seseorang dalam mengambil keputusan untuk melaporkan tindakan tidak etis
dipengaruhi oleh faktor keseriusan masalah yang dirasakan, tanggung jawab pribadi yang dirasakan
oleh pelapor, dan biaya pelaporan pribadi yang dirasakan (Graham, 1986). Graham (1986), menyatakan
bahwa keseriusan kesalahan merupakan penilaian individu yang dipengaruhi oleh karakteristik
situasional situasional, pengaruh terhadap orang lain, serta besarnya kerugian dan frekuensi tindakan

yang dilakukan. Model Graham (1986), merupakan jalur dalam mengambil keputusan untuk

77



Jurnal Manajemen Strategi dan Simulasi Bisnis (JMASSBI) Vol. 2 No. 1 2021

melaporkan suatu tindakan tidak etis oleh individu. Selanjutnya Schultz et al., (1993), memberikan
penjelasan mengenai tindakan yang tidak etis sebagai suatu perilaku yang melanggar standar keadilan
dalam bidang ekonomi. Model Graham mengatakan bahwa tingkat pelaporan tindakan kecurangan
dalam organisasi akan semakin meningkat dengan tingkat keseriusan kesalahan yang tinggi, tanggung
jawab pribadi yang tinggi, dan menurunnya biaya pelaporan pribadi yang dirasakan oleh calon

seseorang (Graham, 1986).

Schultz et al., (1993), menjelaskan keseriusan dari suatu kecurangan berhubungan dengan konsep
materialitas dalam akuntansi sehingga ketika suatu kecurangan diaggap serius, niat seseorang untuk
menjadi whistleblower akan cenderung tinggi. Sebaliknya jika tingkat keseriusan kecurangan yang
terjadi termasuk dalam kategori tidak serius, maka kemungkinan untuk memilih menjadi whistleblower
juga akan semakin rendah. Selanjutnya Alleyne et al., (2017), menjelaskan bahwa keseriusan
berhubungan dengan penilaian seseorang dengan pengaruh karakteristik situasional, tingkat bahaya dan

frekuensi dari tindakan tidak etis yang melanggar hukum dan merugikan organisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah & Hasma (2017), Agustiani et al., (2019), Putra
(2018), Winardi (2013), Rochmawati (2020), Safira & lImi (2020), Mustopa et al., (2020), Andon et
al., (2018), Sholehah & Ishak (2020), Nurulrahmatiah (2019), Bagustianto & Nurkholis (2015), Caillier
(2016), dan Mulfag & Serly (2019) menyatakan bahwa tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh
terhadap intensi melakukan whistleblowing. Hasil berbeda menunjukkan bahwa tingkat keseriusan
kecurangan tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing dilakukan oleh Alleyne et
al., (2017), Setyorini & Donifaisal (2020), Aliyah (2015), dan Hanif & Odiatma (2017). Sehingga dapat

dirumuskan hipotesis:
H4: Perceived seriousness berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing

Menurut Graham’s Model of Principle Organizational Dissent, individu yang melakukan tindakan
whistleblowing dipengaruhi salah satu faktor, yaitu tanggung jawab pribadi (Graham, 1986). Menurut
Graham (1986), rasa tanggung jawab sosial pribadi adalah hasil dari perkembangan moral kognitif dan
pembelajaran sosial. Akar dari tanggung jawab pribadi adalah moral kognitif dan pembelajaran sosial

yang didukung oleh internalisasi etika profesional tanggung jawab sosial (Graham, 1986).

Whistleblower sebagai pelaku whistleblowing berperan penting dalam mengungkapkan kecurangan
yang dianggap sebagai tindakan yang baik harus didorong dan diberikan penghargaan (Jalil, 2014).
Namun menurut Cho dan Song (2015), whistleblower juga dianggap tidak setia oleh sebagian orang
dan memiliki banyak risiko lainnya. Pandangan orang-orang yang bertolak belakang itulah yang
menyebabkan seseorang dilema dalam menentukan sikap untuk melakukan whistleblowing (Parianti et
al., 2016). Tanggung jawab pribadi dalam tindakan whistleblowing tergantung pada tanggung jawab

masing-masing individu untuk melaporkan kecurangan yang terjadi (Kaplan & Whitecotton, 2001).
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Menurut Curtis (2006), orang yang mengetahui kecurangan dapat mengungkapkan kecurangan tersebut
berdasarkan rasa kewajiban moral atau bagian dari pekerjaannya dan tanggung jawab peran individu
tersebut. Miceli et al., (1991), menemukan bahwa auditor internal lebih memungkinkan untuk
melakukan pengungkapan kecurangan apabila meyakini tindakan tersebut menjadi bagian dari
tanggung jawab peran mereka atau dipaksa secara moral untuk melakukan tindakan tersebut. Alleyne
etal., (2017), juga memberikan penjelasan bahwa dalam melaporkan kecurangan dengan tagging jawab
pribadi yang dirasakan didorong oleh perasaan tanggung jawab sosial seseorang terhadap organisasi

tersebut.

Penelitian Kaplan & Whitecotton (2001), Safira & lImi (2020), Latan et al., (2016), Keil et al., (2004),
Agustiani et al., (2019), Alleyne et al., (2017), Smith & Keil (2003), dan Setyorini & Donifaisal (2020)
menyatakan bahwa tanggung jawab pribadi berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing.

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:
H5: Personal responsibility for reporting berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing

Graham’s Model of Principle Organizational Dissent mengatakan bahwa keputusan individu dalam
melaporkan tindakan kecurangan selain dipengaruhi oleh tingkat keseriusan kesalahan dan tanggung
jawab pribadi juga dipengaruhi oleh biaya pelaporan pribadi (Graham, 1986). Budaya organisasi yang
mendorong inovasi peran dan pemikiran dan tindakan independen akan mengurangi risiko pembalasan
yang dirasakan (Graham, 1986). Ponemon (1994), beranggapan bahwa seseorang akan
mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil keputusan untuk melakukan whistleblowing, salah
satunya adalah adanya balasan atau hukuman yang diberikan oleh pihak manajemen maupun rekan
kerja kepada whistleblower. Lebih lanjut Graham dan Zhuang (2003), mengatakan bahwa pembalasan
yang akan dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi yang menganggap bahwa whistleblower
sebagai penghianat adalah personal cost yang paling dipertimbangkan oleh seseorang yang akan

mengambil keputusan untuk melakukan whistleblowing.

Menurut Graham (1986), biaya pelaporan pribadi merupakan risiko pembalasan oleh orang lain di
dalam organisasi yang tidak menerima tindakan pelaporan. Salah satu penentu paling signifikan
terhadap keputusan seseorang melakukan whistleblowing dalam menyampaikan kecurangan adalah
sifat dan tingkat pembalasan atau hukuman yang diberikan oleh manajemen atau rekan kerja terhadap
pengungkapan yang dilakukan (Ponemon, 1994). Persepsi biaya pribadi dari whistleblowing juga
tergantung pada faktor-faktor yang berkaitan dengan kemungkinan reaksi manajerial (Miceli et al.,
2008). Alleyne et al., (2013), juga mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk
mengungkapkan kecurangan, seseorang akan mempertimbangkan luas dan sifat dari biaya pelaporan
pribadi seperti sanksi dan pembalasan dari pihak yang menentang pengungkapan kecurangan. Lebih

lanjut Alleyne et al., (2017), mengatakan bahwa biaya pribadi dalam model Graham dalam melaporkan
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kecurangan didorong oleh respon organisasi atas perbedaan pendapat dan biaya pelaporan atas tindakan
yang diambil dalam melaporkan kecurangan. Mesmer-Magnus & Viswesvaran (2005), juga
menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi hambatan seseorang menjadi whistleblower adalah

kekhawatiran akan adanya pembalasan atas tindakan pelaporan yang dilakukannya.

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa biaya pelaporan pribadi berpengaruh terhadap intensi
melakukan whistleblowing dilakukan oleh Agustiani et al., (2019), Mustopa et al., (2020), Hanif &
Odiatma (2017), Alleyne et al., (2017), Mulfag dan Serly (2019), Akbar & Yonnedi (2016), Latan et
al., (2016), Ramadhany (2017), Lestari & Yaya (2017), dan Setyorini & Donifaisal (2020). Berbeda
dengan hasil penelitian terdahulu oleh Aliyah dan Marisan (2017), Bagustianto & Nurkholis (2015),
Winardi (2013), dan Setyawati et al., (2015) yang menjelaskan bahwa personal cost of reporting tidak

berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing. Sehingga dirumuskan hipotesis:

H6: Personal cost of reporting berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing

Metode Riset

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang
berupa hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden. Populasi penelitian ini adalah Perangkat
Desa di Kabupaten Ngawi. Karena peneliti tidak bisa menguji semua yang ada dalam populasi sehingga
peneliti dapat mengambil sampel yang benar-benar memenuhi kriteria untuk mewakili populasi tersebut
(Sugiyono, 2014:91). Teknik pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu
dalam pengambilan sampel (purposive sampling). Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini
adalah: (1) Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Kendal, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Sine; (2) Desa

Berkembang; (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka atau data
kuantitatif yang diangkakan (skoring), dari hasil pendapat responden dalam mengisi kuisioner. Data
yang yang digunakan peneliti diperoleh langsung dari lapangan atau disebut sebagai data primer
(Sugiyono, 2018:8).
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Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan beberapa teknik analisis data yang meliputi: uji kualitas data (uji validitas dan
uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas), uji
analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan uji t guna mengetahui pengaru variabel independen terhadap variabel dependen
secara individual dengan tingkat signifikansi 5%. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai
probabilitas t < 0,05, sedangkan nilai probabilitas t > 0,05 maka hipotesis ditolak. Persamaan regresi
linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh dari variabel attitude toward behavior (X1),
subjective norm (X2), perceived behavior control (X3), perceived seriousness (X4), personal
responsibility for reporting (X5), personal cost of reporting (X6), terhadap intensi melakukan
whistleblowing (YY) dengan model:

Y = o+ fiXa + foXo + faXs + faXa + PoXs + PeXe + €

Hasil dan Analisis

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 123 responden yang tersebar di 4 Kecamatan di
Kabupaten Ngawi, yaitu Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Kendal, Kecamatan Ngrambe, dan
Kecamatan Sine. Penyebaran kuesioner penelitian sesuai dengan jumlah sampel, kuesioner sebanyak
21 tidak dikembalikan. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 83% atau sebesar 102 dan termasuk

tingkat pengembalian yang cukup tinggi.

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-
variabel yang digunaka dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah attitude
toward behavior, subjective norm, perceived behavior control, perceived seriousness, personal

responsibility for reporting, personal cost of reporting, dan whistleblowing.

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap variabel attitude toward
behavior, subjective norm, dan whistleblowing. Untuk variabel perceived seriousness dan personal
responsibility for reporting, responden memiliki persepsi yang sangat tinggi, dan cukup tinggi pada

variabel perceived behavior control.

Untuk hasil dari uji K-S dengan N sebanyak 102, dapat dilihat bahwa data terdistribusi secara normal
dan layak untuk diolah. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang menunjukkan asymp. Sig (2-
tailed) sebesar 0,094 > 0,05.
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Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel Min Maks Sum Mean Std. Dev
Attitude Toward Behavior (X1) 14 25 2145 21,03 1,967
Subjective Norm (X2) 9 20 1578 15,47 2,179
Perceived Behavioral Control (X3) 12 24 1909 18,72 2,463
Perceived Seriousness (X4) 10 15 1334 13,08 1,105
Personal Responsibility for Reporting (X5) 10 15 1287 12,62 1,415
Personal Cost of Reporting (X6 11 25 1971 19,32 3,261
Whistleblowing Intention (Y) 18 29 2437 23,89 2,489
Kolmogorov-Smirnov Z 1,237
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,094

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 2, nilai adjusted R? Square adalah 0,585 yang berarti 58,5% variabel dependen
whistleblowing dapat dijelaskan oleh variabel independen attitude toward behavior, subjective norm,
perceived behavioral control, perceived seriousness, personal responsibility for reporting, dan
personal cost of reporting. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model regresi dalam penelitian ini sebesar 41,5% (100% - 58,5%). Nilai koefisien (R) sebesar
0,765 menunjukkan bahwa hubungan variabel-variabel independen dengan variabel dependen kuat, hal
ini karena mempunyai nilai yang mendekati 1.

Tabel 2.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Unstandardized

Model Coeffécients Std.Error T Sig Keputusan
(Constant) 1,651 2,540 0,650 | 0,517
Attitude Toward Behavior (X1) 0,386 0,101 H1 diterima
Subjective Norm (X2) 0,207 0,097 2,140 | 0,035 | H2diterima
Perceived Behavioral Control (X3) 0,212 0,091 2,340 0,021 | H3diterima
Perceived Seiousness (X4) 0,042 0,171 0,248 0,805 | H4 ditolak
(P;?)O”a' Responsibility for Reporting 0,041 0,166 2423 | 0017 | H5 diterima
Personal Cost of Reporting (X6) 0,068 0,062 1,106 0,272 | H6 ditolak

R? 0,585

R 0,765

Sumber: Data Diolah (2021)

82



Jurnal Manajemen Strategi dan Simulasi Bisnis (JMASSBI) Vol. 2 No. 1 2021

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Attitude Toward Behavior Terhadap Intensi Whistleblowing

Hasil analisis data untuk variabel attitude toward behavior diperoleh nilai t hitung sebesar 3,819 dan t
tabel sebesar 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel dengan nilai signifikansi 0,000
yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama
(H1) diterima. Hal ini menyatakan bahwa attitude toward behavior berpengaruh terhadap intensi

whistleblowing.

Attitude toward behavior dapat mendukung dan juga bertolak belakang dengan perilaku seseorang yang
mencerminkan suatu perilaku atau reaksi terhadap objek yang bersifat positif maupun negatif yang
diberikan (Ajzen, 1991). Sikap juga diartikan sebagai suatu pernyataan evaluative dari objek yang
saling berhubungan berupa perilaku yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan (Rahman et al.,
2017:59). Wibowo (2015:55), menganggap sikap dapat memengaruhi niat dengan melihat apakah
perilaku dirasa patut untuk dilakukan atau tidak. Menurut Park & Blenkinsopp (2009), whistleblowing
akan dianggap sebagai suatu perilaku positif apabila seseorang menganggap bahwa whistleblowing
merupakan tindakan yang benar dan memberi manfaat. Sebaliknya, apabila seseorang menganggap
bahwa whistleblowing memberikan dampak yang tidak baik dan merugikan, maka whistleblowing
dianggap sebagai suatu perilaku yang negatif. Sweeney (2008), mendefinisikan whistleblowing sebagai

tindakan pengungkapan kecurangan kepada pihak yang memberikan layanan sistem pelaporan.

Hasil dari penelitian ini mengkonfirmasi teori TPB yang disampaikan oleh Ajzen (1991) yang
mengungkapkan bahwa seseorang terlebih dahulu akan cenderung untuk mempertimbangkan banyak
hal sebelum adanya niat bahkan sebelum terbentuknya suatu perilaku. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa sikap perangkat desa berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing. Ini dikarenakan
responden berkeyakinan jika whistleblowing dianggap tindakan yang benar dan penting untuk
dilakukan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mulfag & Serly (2019), Winardi (2013),
Rochmawati (2020), Qomaruddin & Hudayati (2019), Mustopa et al., (2020), Latan et al., (2016), Safira
& 1lmi (2020), Alleyne et al., (2019), Bagustianto & Nurkholis (2015), Saud (2016), Siallagan et al.,
(2017), Zakaria et al., (2016), Lasmini (2018), dan Rahman (2020), yang menyatakan bahwa sikap
memiliki pengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing. Namun penelitian ini tidak mendukung
penelitian dari Nurulrahmatiah (2019), Fajri (2017), Wiranita (2019), Utami et al., (2018), Iskandar &
Saragih (2018), Alfani et al., (2020), dan Aliyah (2015), yang menyebutkan bahwa sikap tidak
berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.
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Pengaruh Subjective Norm Terhadap Intensi Whistleblowing.

Hasil pengujian subjective norm terhadap intensi whistleblowing menunjukkan nilai t hitung 2,140.
Sehingga t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu 2,140 > 1.988 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035
yang menyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini menyatakan bahwa subjective norm

berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.

Norma subjektif diartikan sebagai suatu persepsi dari lingkungan yang mendukung atau menolak suatu
perilaku seseorang (Ajzen, 2005). Tekanan sosial yang dirasakan seseorang akan memberikan pengaruh
terhadap perilaku yang ditampilkan seseorag (Daxini et al., 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dukungan yang diberikan oleh rekan kerja, anggota keluarga, atasan ditempat kerja, dan masyarakat
memberikan pengaruh terhadap keyakinan perangkat desa untuk melakukan tindakan whistleblowing.
Hal ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2015:55), yang mengatakan bahwa norma subjektif dianggap
sebagai faktor sosial yang memengaruhi niat seseorang dalam berperilaku. Semakin tinggi dukungan
yang diterima oleh perangkat desa dari lingkungan sosial, maka niat whistleblowing akan meningkat

pula.

Penelitian ini memberikan konfirmasi terhadap theory of planned behavior oleh Ajzen (1991), yang
menyebutkan bahwa norma subjektif menunjukkan persepsi seseorang dari luar individu terhadap
perilaku yang dilakukan. Dalam menentukan sikap menjadi seorang whistleblower, seseorang akan
merasa dilema dengan pandangan orang lain (Parianti et al., 2016). Perangkat desa akan melakukan
whistleblowing apabila mendapatkan keyakinan atas dukungan yang diberikan oleh lingkungannya.
Sedangkan bila lingkungan tidak memberikan dukungan kepadanya, dia akan cenderung menghindar
dari tindakan whistleblowing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang akan melakukan tindakan
whistleblowing jika memiliki keyakinan bahwa tindakannya dapat dibenarkan oleh orang yang

dianggap mempunyai kedudukan penting.

Penelitian ini mendukung penelitian dari Winardi (2013), Wiranita (2019), Rochmawati (2020), Utami
et al., (2018), Qomaruddin & Hudayati (2019), Lasmini (2018), Mulfag & Serly (2019), Iskandar &
Saragih (2018), Siallagan et al., (2017), Rahman (2020) dan Zakaria et al., (2016), yang menyebutkan
bahwa norma subjektif memberikan pengaruh terhadap intensi whistleblowing. Namun, hasil penelitian
ini tidak mendukung penelitian Nurulrahmatiah (2019), Alfani et al., (2020), dan Fajri (2017).

Pengaruh Perceived Behavioral Control Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing.

Hasil pengujian perceived behavioral control terhadap intensi whistleblowing menunjukkan t hitung
lebih besar dari t tabel, yaitu 2,340 > 1,985 dengan nilai signifikansi 0,021. Sehingga dapat disimpulkan
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bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini menyatakan bahwa perceived behavioral control

berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.

Persepsi kontrol perilaku menurut Ajzen (2005), merupakan suatu keyakinan seseorang atas peran dari
sumberdaya yang mendukung ataupun menghambat tindakan yang akan dilakukan. Wibowo (2015:55),
mendefinisikan kontrol perilaku sebagai persiapan atas hambatan yang mungkin terjadinuntuk
mendukung suatu perilaku. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat pengendalian dari perangkat
desa terhadap hambatan yang dihadapi dalam melakukan tindakan whistleblowing memberikan
pengaruh yang signifikan. Hal ini karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh hambatan yang mungkin
terjadi (Daxini et al., 2019).

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi konsep theory of planned behavior yang dikenalkan oleh Ajzen
(1991), yang menyebutkan bahwa keyakinan seorang individu atas kemudahan atau kesulitan dalam
berperilaku. Niat whistleblowing akan semakin kuat dengan kontrol perilaku yang besar dari seseorang.
Sedangkan apabila kontrol perilaku yang dimiliki kecil, maka niat dalam melakukan tindakan
whistleblowing juga semakin menurun. Pada penelitian ini perangkat desa berkeyakinan bahwa semakin
besar sumberdaya yang mendukung tindakannya melakukan whistleblowing, maka akan semakin kuat
niatnya dalam mengambil peran sebagai whistleblower. Whistleblower merupakan orang yang bersedia

untuk melakukan pelaporan atas kecurangan yang terjadi (Tuanakotta, 2016:605).

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Utami et al., (2018), Zakaria et al., (2016),
Lasmini (2018), Alleyne et al., (2019), Rochmawati (2020), Fajri (2017), Iskandar & Saragih (2018),
Alfani et al., (2020), Mulfag & Serly (2019), Nurulrahmatiah (2019), Latan et al., (2016), Siallagan et
al., (2017), dan Winardi (2013), menyatakan bahwa kontrol perilaku memberikan pengaruh terhadap
intensi whistleblowing. Namun tidak mendukung penelitian Zakaria et al., (2016), Qomaruddin &
Hudayati (2019), Safira & Ilmi (2020), Wiranita (2019), dan Saud (2016), yang menemukan kontrol

perilaku tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.
Pengaruh Perceived Seriousness Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing.

Hasil pengujian perceived seriousness terhadap intensi whistleblowing menunjukkan t hitung lebih kecil
dari t tabel, yaitu 0,248 < 1,985 dengan nilai signifikansi 0,805. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
hipotesis keempat (H4) ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tingkat perceived seriousness tidak

berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.

Keseriusan kesalahan merupakan penilaian seseorang atas dampak dari suatu tindakan yang
dipengaruhi oleh besarnya kerugian dan pengaruhnya terhadap orang lain (Graham, 1986). Schultz et
al., (1993), berpendapat bahwa keseriusan kesalahan dinilai dari tingkat materialitas akuntansi. Alleyne
et al., (2017), menambahkan karakteristik kesalahan, dampak kesalahan, dan bahaya yang akan terjadi

dapat dijadikan faktor dalam menilai keseriusan kesalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
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perangkat desa tidak memandang seberapa besar tingkat keseriusan dari kecurangan yang terjadi dalam
melakukan tindakan whistleblowing. Apabila tindakan yang dilakukan benar dan terdapat adanya
tindakan kecurangan dengan tujuan keuntungan pribadi bagi pelaku kecurangan, maka mereka akan
bertindak sebagai whistleblower. Sehingga mereka beranggapan bahwa segala bentuk kecurangan yang
merugikan organisasi dan publik harus dilaporkan. Sesuai dengan Dozier & Miceli (1985), yang
menjelaskan bahwa whistleblower dianggap sebagai orang yang melakukan kebenaran dengan

melaporkan suatu tindakan kecurangan untuk memberantas tindakan korupsi pada organisasi.

Penelitian ini tidak dapat mengkonfirmasi model graham yang mengatakan bahwa tindakan
whistleblowing dalam organisasi akan meningkat dengan tingkat keseriusan yang semakin tinggi
(Graham, 1986). Hal ini karena perangkat desa tidak lagi menilai suatu jenis kecurangan dari tingkat
keseriusannya, mereka menganggap bahwa semua jenis kecurangan dapat menimbulkan kerugian dan

dampak negatif, sehingga harus dilaporkan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Alleyne et al., (2017), yang mengatakan bahwa keseriusan
kesalahan tidak memberi pengaruh terhadap intensi whistleblowing. Berdasarkan hasil jawaban
responden atas kuesioner X4.3 “saya akan melaporkan rekan kerja yang melakukan kecurangan dengan
kerugian yang besar” memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,64. Selain itu, pernyataan kuesioner
X4.1 “saya akan melaporkan rekan kerja yang melakukan kecurangan, walaupun jumlahnya kecil/tidak
material” juga memiliki nilai rata-rata yang tinggi sebesar 4,16. Dengan dua pernyataan kuesioner
tersebut dapat disimpulkan bahwa responden akan melakukan tindakan pelaporan atas tindakan
kecurangan yang terjadi tanpa melihat besar atau kecilnya suatu kerugian. Selama menemukan tindakan

kecurangan, itu sudah cukup untuk dijadikan dasar melakukan tindakan whistleblowing bagi responden.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alleyne et al., (2017),
Setyorini & Donifaizal (2020), Aliyah (2015), dan Hanif & Odiatma (2017), yang mengatakan bahwa
tingkat keseriusan tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing. Namun, penelitian ini tidak
mendukung penelitian yang dilakukan Abdullah & Hasma (2017), Agustiani et al., (2019), Putra (2018),
Winardi (2013), Rochmawati (2020), Safira & IImi (2020), Mustopa et al., (2020), Andon et al., (2016),
Sholehah & Ishak (2020), Nurulrahmatiah (2019), Bagustianto & Nurkholis (2015), Caillier (2016),
dan Mulfag & Serly (2019), menyatakan bahwa tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap

intensi melakukan whistleblowing.
Pengaruh Personal Responsibility for Reporting Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing.

Hasil pengujian personal responsibility for reporting terhadap intensi whistleblowing menunjukkan t
hitung lebih kecil besar t tabel, yaitu 2,423 > 1,985 dengan nilai signifikansi 0,017. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H5) diterima. Hal ini menyatakan bahwa tingkat personal

responsibility for reporting berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.
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Tanggung jawab pribadi merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakah
whistleblowing (Graham, 1986). Alleyne et al., (2017), menyebutkan bahwa dalam melakukan tindakan
whistleblowing, seseorang akan mempertimbangkan rasa taggung jawab pribadi dalam dirinya.
Selanjutnya Curtis (2006), menambahkan bahwa seseorang akan melakukan pelaporan dengan
didorong rasa kewajiban atas pekerjaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa
memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab pribadi mereka untuk melakukan tindakan
whistleblowing. Mereka akan berusaha untuk tidak menghindari atau mengabaikan bukti suatu
kecurangan yang terjadi di dalam organisasinya untuk menghentikan tindakan tidak etis. Tindakan tidak

etis didefinisikan sebagai tindakan melawan standar dalam bidang ekonomi (Schultz et al., 1993).

Penelitian ini mengkonfirmasi model Graham (1986), yang mengatakan bahwa perasaan tanggung
jawab pribadi yang dirasakan seseorang akan mendorongnya untuk mengambil jalur pelaporan tindakan
kecurangan. Sehingga niat seseorang dalam melakukan tindakan whistleblowing akan semakin
meningkat apabila persepsi taggung jawab pribadi yang dirasakannya tinggi. Begitupun sebaliknya,
apabila persepsi tanggung jawab pribadi rendah, maka niat untuk menjadi whistleblower juga akan

menurun.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Kaplan & Whitecotton (2001), Safira & lImi (2020), Latan
et al., (2016), Agustiani et al., (2019), Alleyne et al., (2017), dan Setyorini & Donifaizal (2020)
menyatakan bahwa tanggung jawab pribadi berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing.

Pengaruh Personal Cost of Reporting Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing.

Hasil pengujian personal cost of reporting terhadap intensi whistleblowing menunjukkan bahwa nilai t
hitung lebih kecil dari t tabel, yaitu 1,106 < 1,985 dengan nilai signifikansi 0,272. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H6) ditolak. Hal ini menyataka bahwa personal cost of reporting

tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.

Biaya pelaporan pribadi merupakan risiko pembalasan atau sanksi dari orang lain yang tidak sejalan
dengan tindakan whistleblowing (Graham, 1986). Sifat dan tingkat pembalasan yang diterima oleh calon
pelapor kecurangan memberikan pengaruh besar dalam mempertimbagkan perilaku yang akan
dilakukan (Ponemon, 1994). Alleyne et al., (2017), menambahkan respon yang diberikan organisasi
juga menjadi faktor yang mendorong tindakan whistleblowing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
perangkat desa tidak menjadikan personal cost sebagai pertimbangan dalam melakukan whistleblowing.
Hal ini karena perangkat desa sudah siap dengan mengambil segala risiko apabila rekan kerja maupun
atasan melakukan balas dendam kepadanya. Mereka berkeyakinan bahwa tindakannya benar dan akan
mendapatkan perlindungan atas tindakan whistleblowing yang dilakukan, sehingga tidak khawatir

terhadap ancaman dan pembalasan yang akan diterima.
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Penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Winardi (2013) yang menyebutkan
bahwa personal cost of reporting tidak berpengaruh terhadap whistleblowing. Berdasarkan hasil
perolehan data kuesioner dari pernyataan dengan nilai tertinggi yaitu X6.3 “saya tidak takut untuk
melakukan pelaporan kecurangan walaupun mendapatkan ancaman dari rekan kerja/atasan”. Dari
pernyataan yang memiliki nilai tertinggi tersebut, dapat dikataka bahwa responden sudah siap dengan
risiko yang dihadapi. Salah satu risiko yang akan diterima adalah ancaman dari rekan kerja atau atasan
yang tidak setuju dengan tindakan whistleblowing. Sehingga responden dalam penelitian ini akan

melakukan tindakan whistleblowing tanpa dipengaruhi oleh biaya pelaporan pribadi yang akan diterima.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Aliyah & Marisan (2017), Bagustianto & Nurkholis (2015),
Winardi (2013), dan Setyawati et al., (2015) yang mengatakan bahwa personal cost of reporting tidak
berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing. Namun, penelitian ini tidak mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Agustiani et al., (2019), Mustopa et al., (2020), Hanif & Odiatma (2017),
Alleyne et al., (2017), Mulfag & Serly (2019), Latan et al., (2016), Ramadhany (2017), dan Setyorini
& Donifaizal (2020), yang menyebutkan bahwa personal cost of reporting memiliki pengaruh terhadap

intensi melakukan whistleblowing.

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavior
control, personal responsibility for reporting berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan
whistleblowing adanya indikasi kecurangan. Sedangkan perceived seriousness dan personal cost of
reporting tidak berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing adanya indikasi
kecurangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan dari jumlah sampel yang ada.
Penelitian ini hanya mengambil Desa berkembang di 4 kecamatan di kabupaten Ngawi. Hal ini karena
dampak Covid-19 yang besar dan lokasi desa yang jauh, sehingga peneliti tidak dapat memperluas
sampel penelitian di kecamatan yang lainnya. Keterbatasan lainnya adalah aparat desa yang sulit
ditemui, sehingga terdapat beberapa kuesioner yang tidak kembali. Penelitan berikutnya diharapkan
untuk dapat memperluas populasi dan sampel penelitian sehingga dapat memberikan hasil penelitian
yang bisa merepresentasikan pegawai di instansi lainnya. Disarankan juga untuk peneliti berikutnya,
menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat memengaruhi intensi whistleblowing, seperti variabel
komitmen organisasi, status pelaku kecurangan, locus of control, reward. Hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat peraturan yang tegas guna

memberikan perlindungan hukum kepada whistleblower.
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